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Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya aturan bagi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap 

pasangannya diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin secara tertulis 

kepada atasan mereka. Sebaliknya, jika seorang PNS menerima gugatan 

perceraian dari pasangannya, mereka juga harus memberitahukan secara tertulis 

kepada atasan mereka dalam waktu tidak lebih dari enam hari kerja setelah 

menerima gugatan tersebut. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak 

mematuhi persyaratan izin dalam melangsungkan perceraian, tindakan tersebut 

bisa mengakibatkan sanksi. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990, jika seorang PNS tidak memberikan laporan tentang 

perceraian dalam kurun waktu paling lambat satu bulan sejak terjadinya 
perceraian, PNS tersebut dapat dikenai salah satu hukuman disiplin yang berat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relevansi aturan 

izin atasan sebagai syarat perceraian PNS dalam perspektif hukum islam dan hak 

asasi manusia  dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi pns yang 

melakukan perceraian. 

 

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti 

aturan izin atasan sebagai syarat perceraian PNS dalam perspektif hukum islam 

dan hak asasi manusia. Adapun pendekatan yang penulis gunakan yakni 

pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami konsep-

konsep tentang bagaimana aturan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada hukum Islam 

dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). 

 

Dari hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa aturan yang mewajibkan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan izin dari atasan sebelum 

mengajukan atau menerima gugatan perceraian dianggap sejalan dengan prinsip-

prinsip Islam dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan 

individu dan keadilan sosial. Aturan ini bukanlah campur tangan sembrono dalam 

kehidupan pribadi, melainkan upaya untuk memastikan bahwa tindakan PNS 

selaras dengan norma moral dan etika yang diamanahkan oleh agama. Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur sanksi disiplin berat bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindakan terkait perceraian tanpa izin. Sanksi 

disiplin berat ini mencakup penurunan pangkat, pemindahan jabatan, pembebasan 

dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai PNS, baik dengan hormat maupun 

tidak. 


